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P E N E T A P A N

Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam persidangan  Majelis  Hakim telah

menjatuhkan  penetapan  sebagaimana  tersebut  di  bawah  ini  dalam

perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat kediaman di RT 02 Desa Sumber Jaya,

Kecamatan  Kumpeh  Ulu,  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Propinsi

Jambi., sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

tempat  kediaman  di  Jl.  Delima  RT  17  Kelurahan  Kampung

Nelayan, Kecamatan Tungkal  Ilir,  Kabupaten Tanjung Jabung

Barat, Provinsi Jambi., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat telah  mengajukan  gugatan  secara  tertulis

tertanggal  11  September  2019, dan  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Sengeti  dengan  register  perkara  Nomor

426/Pdt.G/2019/PA.Sgt,  tertanggal  11  September  2019.  Isinya  sebagai

berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  02  Mei  2018  telah  dilangsungkan

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Perkawinan  tersebut  telah  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama

(KUA)  Kecamatan  Kumpeh  Ulu,  Kabupaten  Muaro  Jambi,
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sebagaimana  tercatat  dalam  Akta  Nikah  No.  0206/009/V/2018

tertanggal 08 Mei 2018;  

2. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan

tujuan  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,

warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;  

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di

rumah  kediaman  orangtua  Penggugat  di  Desa  Sumber  Jaya,

Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi

selama  sekitar  satu  minggu  dan  selanjutnya  pindah  kerumah

orangtua  Tergugat  di  Kelurahan  Kampung  Nelayan,  Kecamatan

Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;  

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat

telah  berkumpul  sebagaimana  layaknya  suami-isteri  dan  sudah

dikaruniai satu orang anak yang bernama Melli Amelia, perempuan,

lahir pada tanggal 21 Januari 2019 di Tungkal;  

5. Bahwa  kebahagiaan  yang  dirasakan  Penggugat  setelah

berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai mei

tahun  2018,  ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak

bulan mei tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya

antara lain;  

 Tergugat dan Penggugat sudah berbeda pandangan

dalam mengurus rumah tangga;  

 Tergugat  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk

memberi  nafkah  lahir  kepada  Pengugat  sejak  menikah

hingga sekarang;  

 Tergugat  sering  membesar-besarkan  masalah  yang

kecil,  sehingga masalah dalam rumah tangga tidak pernah

terselesaikan;  
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6. Bahwa  puncak  dari  percekcokan  antara  Penggugat  dan

Tergugat terjadi pada bulan mei tahun 2019. Yang menyebabkan

antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah,  dimana

Penggugat  pergi  dan  kembali  kerumah  orang  tuanya.  Sehingga

sejak  saat  itu  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  pernah  lagi

menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;  

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang

dihadapi,  Penggugat  telah  mencoba  memusyawarahkan  dengan

keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan

demi  menyelamatkan  perkawinan,  namun  usaha  tersebut  tidak

membuahkan hasil ;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat  dan Tergugat

sebagaimana  yang  diuraikan  diatas  sudah  sulit  dibina  untuk

membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa

rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari  suatu perkawinan,

sehingga lebih baik diputus karena perceraian;  

9. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  permohonan

Penggugat  untuk  mengajukan  gugatan  perceraian  terhadap

Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan

tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,  telah

memenuhi  unsur Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan

cerai ini dikabulkan;  

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan

ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq

Majelis  Hakim yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  untuk

dapat  meentukan  hari  persidangan  ,  kemudian  memanggil

Penggugat  dan Tergugat  untuk  diperiksa  dan  diadili,  selanjutnya

memberika putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
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2. Menceraikan  perkawinan  Penggugat  (Penggugat)

dengan Tergugat (Tergugat)

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

        SUBSIDER :

        Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan  

        yang seadiil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara  a quo,  Penggugat

dan  Tergugat  telah  dipanggil  dan  diperintahkan  untuk  menghadiri

persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

sendiri dipersidangan, edangkan Tergugat tidak datang; 

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berupaya  secara  maksimal  untuk

mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun

kembali dengan Tergugat;

Bahwa, atas upaya Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan

bahwa dirinya telah berdamai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis

Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, yaitu

perkara Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Sgt.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu

yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita

Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan penggugat

adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor

7  Tahun 1989 Tentang  Peradilan  Agama dan Pasal  146 R.Bg,  Majelis

Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah

dilaksanakan  secara  resmi  dan  patut.  Pada  hari  sidang  yang  telah

ditentukan  Penggugat  dating  dipersidangan,  tetapi  Tergugat  hadir  di

persidangan ;  
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-

sungguh  mendamaikan  kedua  belah  pihak  dengan  cara  menasehati

Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  selama  proses

persidangan sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat

(2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  menyatakan  secara  lisan

mencabut gugatannya. Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara yang

diajukan  Penggugat  telah  sesuai  dengan  petunjuk  Pasal  271  RV  dan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor

1841K/Pdt/1984,  tanggal  23  November  1985.  Oleh  karena  itu,  untuk

memenuhi  asaz  peradilan  sederhana,  cepat  dan  berbiaya  ringan

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan

permohonan  pencabutan  perkara  Nomor  426/Pdt.G/2019/PA.Sgt,  dapat

dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  yang telah  diubah  pula  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini

dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya; 

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan

hukum lain serta dalil-dalil syara’ yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor:

426/Pdt.G/2019/PA.Sgt dari penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
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3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu

rupiah).

Demikian  dijatuhkan  Putusan  ini  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktotober

2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal  10 Sapar 1441  Hijriyah, oleh

Drs.  H.  Abdan  Khubban,  S.H.,  M.H., sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.

Emaneli,  M.H. dan  Rahmatullah  Ramadan  D,  S.H.I, masing-masing

sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi  oleh  hakim anggota  dan  dibantu  oleh  Drs.  Said  Hasan A,

M.H., sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto

Dra. Emaneli, M.H.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Abdan Khubban, S.H.,

M.H.
Hakim Anggota

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I
Panitera Pengganti

dto

Drs. Said Hasan A, M.H.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran  : Rp    30.000,00
2. Biaya proses : Rp    50.000,00
3 Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5.

6.

Meterai

PNBP Pencabutan Pkr

Jumlah

:

:

:

Rp

Rp

6.000,00

10.000,00

431.000,00
                         (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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